
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 fontang 
Pembentukan Daerah-daerah Kot.a Besar Dalam 
Lingkungan Provinsi .Jawa Timur, Jawa 'Iengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistem.nya 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); ..--; 

1 
114- 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Kota Semarang dimaksudkan agar 
dalam pengelolaan . sumb~rduya p~s1~~1r dopnt 
dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan 
sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan 
hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan 
dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi 
masyarakat; 

b. bahwa untuk mentngkatkan pemahaman, kesadaran 
dan keteramotlan pemangku kepcntingan pcngelolaan 
wilayah pesisir secara berkelanjutan perlu 
diselenggarakan pendidikan, pclatihan dan 
penyuluhan kepada masyarakat; 

c. hahwa berdauarkan pertirnbangan pada huruf a,' b dan 
melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pase 1 
62 Peraturan Daerah Kota Semnrang Nomor 23 Tah un 
2011 ten tang Penge1o1aan Wilayah Pe~i:sir. Kota 
Semarang, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota 
Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 
Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir; 

WALIKOTA SEMARANG, 

D~NGAN 1-u\HMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

. e. 

Menimbang: 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 

P~AATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR ~~ TAHUN Ull'l · 

TENT ANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

WALIKOTA SEMARANG 



Undang-Undang Nomor 23· Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lemharan Negara R.epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); t... / 

t 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3467); 

4. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Dr1yR Air [Lernharan Ne.r_an\ Pepublik Indonesia 'I'ahun 
2004 Numur 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan 
(Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Tah un 2006 
Nomor 46601 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indouesin Nnmor ·1377); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Ta.hun 2007 tentang 
Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabin 
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

9. Unda:ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribuai Dearah [Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Le.mbRr.nn Negara Rcpublik Indonesia Tahu n 2oog 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahun f.iemharan Negara Republik 
Tnnnnf!~;:-1 Nnmor 43~39); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Numur 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 84~ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 739); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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15. Peraturan Pemetintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat TT Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1976 
Nomor 25, Tambahun Lembarun Negara Republik 
Indonesia Nornor 3079); · 

16. Pcraturan Pemerintah Nomm· 35 Tahun J9g1 Ienturtg 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3445); 

l 7. Peraturan Perneriritah No111or 8 Tahun 1999 ten tang 
Pemanfaatan J enis Turn buhan dan Satwa Liar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3804); 

18. Peraturan Pemerirrtah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dau/atau Perusakan Laut 
[Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran .. Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2001 
Nomor 153, Tarnbahan Lemba:ra.n Negara rtepubHk 
Indonesia Nomor 4161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lerriba ran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4211 ); 

'.l 1. Peruturun Pernerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 
Perkapalan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4227f; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tarrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'I'ahuri 2004 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keungan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernharan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24 .. · Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan rla n P~ng.c1.w<Vx\TJ Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nornor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); <1-/ 
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2oog-2029 (Lembaran 
Daerah Proviriai Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6); /~ 

1 

36. 

Peraturan Daerah Provinsi -Jawa Tengah Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nornor 24); 

35. 

34. 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
PP.merintah Daerah P.1't:Jv1nsi dc:1.u Pernerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Pcraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2007 ten tang 
Koneervaei Surnher Daya Ikan (Lembaran Negara 
R~pubHk Tahun 2007 Nomor 134, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republlk lnd,mc~i-K Nurnor 4779); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor · 1s l, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070); 

29. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Pembiayaan, Pernbinaan, clan Pengawasan Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .S6, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5017); 

30. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2012 tentang 
lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indorieein 
Tahun 2012 Nomor '18, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5285); 

31. Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2012 tentang 
~~habilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2012 
Nomor 266); 

32. Peraturru:i Presiden Nnnuu· 1 ?.?. l;1.l1un 2012 tentang 
Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 267); 

33. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tcntang 
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kchuta.na.n [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nom.or 31 l ); 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Pcngendalian Lingkungan Hidup 
di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, 
Tambahan Lemh.nrnn Daerah Provinsi Jawa Teng.ah 
Nomor 4); 
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 
2011 ten tang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota 
Semarang (Lernbaran Daerah Kuta Semarang Tahun 
2011 Nomor 23, Tambahan 1.embaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 68); \L- / 

1 

45. 

44. 

43. 

42. 

41. 

40. 

39. 

Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Tenguh Nnmnr 4 
Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi J awa Tengah 
(Lembaran Daerah ·Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 4); 
Peraturan Daerah Kotnmndyn 'l'ingknt ll Semarang 
Nnmor :1 Tahun 1 S,88 tentang Penyidik Pengawai Nc~ctl 
Sipil di Lingkungan Pernerintah Kotamadya Daerah 
'tinek~t TT 8P.m:'tr:'ITI~ · (T ..P.m h;;;irAn DR em h Kotamadya 
Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D 
Nomor 2); 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l J Tahuri 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tah uri 2007 Nornor 1 Sed E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nornor 1), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kot.a Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Peru bah an Atas Pera tu ran Daerah Kota Semarang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2013 Nomor 5, Ti:1.1111.Ji:1.h~n Lernbaran Dacrah 
Kot.a scmarang Nomor 83); 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
(Lcmbaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 
2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 200.8 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kata Semarang (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
N omor 18); 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 
2008 tcntang Organisasl dan Tata. Kerja Dinas Daerah 
[Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kata Semarang 2008 
Nomor 22); 
Pcraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 
201 O tenrang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bcncana di Semarang (Lembaran Dacrah Kota 
Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 48); 
Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 61). 

38. 

37. 
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10. Aparatur' Sipil Negara yang sclanjutnya disingkal ASN adalah prnfeHi bagi 
pegawai negeri aipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerint.ah . .,__ / 

f 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wa.likota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Dinas Kelautan clan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Semarang. 
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, 

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah Daerah, antara 
ckosistcm darat dan laut, scrta antara ilmu pengetahuan dan manajemen 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. Sumberdaya Pesiair adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati: 
sumberdaya buatan, chm jm:u.i1~js.1:i:1H Iirigkungan; aumberda.ya hayari rneliputi 
ik~n, len~.mhu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; 
sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; 
sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan 
alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait 
dcngan kclautan dan perlkanan serta er,ergi g.domhang l;.i,ut yang terdapat 
di wilayah pesisir. 

7, Pendidikan adalah proses pernbelajaran bagi peserta didik di sekolah dasar 
clan sederajat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahanan tentang 
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Materi pembelajaran termasuk 
bagian dari kurikulum muatan lokal dalam mata pelajaran Kepedulian 
pada Diri dan Lingkungan (KPDL). 

8. Pelatihan adalah proses pembelajaran bagi masyarakat agar mau dan 
mampu menolorig chm mcngorganisasikan dirinya dalam mengakes 
lnformasl, keterampilan dan rneningkatkan kesadaran dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. 

9. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi rnasyarakat agar mau dan 
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan 
kesadaran dalam pengelolaan sumberdaya pesiair secara berkelanjutan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN PENGELOLAAN 
WlLAYAH PESISIR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

46. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Perikanari (Lem baran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nornor '72). 
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Pasal 2 
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berdasarkan atas: 
a. asas tanggung jawab; 
b. asaa keberlanjutan; 
c. asas keterpaduan; 
d. asas konsistensi; 
e. asas kepastian hukum; 
f. asas peran serta masyarakat; 

nxn II 

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI 

11. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah petugas yang diberi tanggung 
Jawab, wcwcnang den hak securu penuh oleh pejabat yang berwenang pada 
satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan kegiatan pendidikan~ 
pelatihan dan penyuluhan bidang pengelolaan wilayah pesisir. 

12. Penyuluh ewasta adalah penyuluh yang berasal dari kalangan dunia usaha 
dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam hidang penyuluhan 
pengelolaan wilayah pesi sir. 

13. Pcnyuluh swarlaya ndnlah penyuluh yang berasal <lad warga masyarakat 
yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mrunpu menjadi pcnyuluh 
bidang pengelolaan wilayah pesisir. 

14. Programa penyuluhan adalah rencana kerja penyuluhan tahunan yang 
disueun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan 
uruuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengcndali pencapaian 
tujuan penvuluhan pengelolaan wilayah pcsisir selarna 3utu tahun, 

15. Nelayan adalah perorangan penduduk Kota Semarang ntau badan usaha 
yang melakukan usaha penangkapan ikan. 

16. Pembudidaya ikan adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau 
badan usaha yang melakukan usaha budidaya ikan. 

17. Pengolah ikan adalah perorangan penduduk Kota Semarang atau badan 
usaha yang melakukan uaaha pengolahan ikan. 

18. Pelaku usaha adalah perorangan penduduk Kota Semarang atnu badan 
usaha yang mengelola usaha pengolahan basil ikan. 

19. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir yang 
mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan 
sumber daya pesisir, seperti aparatur pcmcrintah, nelavan tradisional, 
nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha 
perikanan dan rnasyarakat p~~i);i r. 

20. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara Iisik atau 
non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau 
akibat peranan pembinaan dalam perigelolasm wilayah pesisir. 

21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan 
atau bantuan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Dacrah kcpada 
masvarakat sehinggil mampu menentukan pilihan V.A np; terbaik da lam 
memanfaatka.n sumberdaya pesislr dan sumberdaya ikan aecara lestari. 

22. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut Pokwasma.s adalah 
kelompok masyarakat yang dibentuk sebagai wadah peran serta 
masyarakat dalam rangka mcningkatkan pengawasan dan pengelolaan 
pcsisir secara berkelanjutan, 



Pasal 5 
(1) Sasaran pcnyclcnggaraan pendidiknn dnlnm bidrmg pengelolaan wilayah 

pesisir adalah peserta didik di tingkat sekotah daearj eedcrajat dan maten 
pembelajaran merupakan Kurikulum Muatan Lokal yaitu mata pelajaran 
Kepedulian Pada Diri dan Lingkungan. 

(2) Sasaran pelatihan dan penyuluhan dalam bidang pengelolaan wilayah 
pesisir adalah pemangku kepentingan, terutarna kelompok nelayan, 
kelompok pembudidaya ikan, kelompok pelestari lingkungan pesisir, 
kelompok masyarakat pengawas [Pokwasrnas] dan pelaku usaha yang 
mengolah hasil-hasil perikanan dan kelautan. ~ / 

BA.8 III 
SASARAN 

Pasal 4 
Fungsi penyelenggaraan pendidikan, pclatihan dan penyuluhan pengelolaan 
wilayah pesi:lir, meliputl: 
a. memfasilitasi pro$e$ pembelajaran bagi segenap pemangku kepentingan 

pembangunan wilayah pesisir; 
b. mengupayakan kemudahan akses pemangku kepentingan kepada sumber 

informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar dapat mengernbangkan 
usahanya; 

c. 111e111ba11tu meningkatkan dan mengembarigkan uaaha ekonomi masvarakat 
yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang 
baik dan berkelanjutan; 

d. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang 
dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha; dan 

e. menurnbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ,J,t1.r1 

pengelolaan wilayah pesisir secara berkela.njutan. 

dan sasaran 

penumbuhan 
peningkatan 

b. mcmbcrdayakan kelompokkelompok masyarakat melalui 
motivasi, pengembangan potensi, pernberian peluang, 
keaadaran dan pcndampingan, serta fr\f-;1htal$1 l.:egi:i I ;,m; rlan 

c. mengernbangkan surnber daya manusia sebagai pelaku 
utama pembangunan wilayah pesiair s~e;RrR berkelanjutan. 

Pai=:tal :~ 

Tujuan penyelenggaraan pcndidikan, pelatihan dan penyuluhan meliputi: 

a. memperkuat pengembangan sumber daya pesisir yang maju dan modern 
dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; 

g. asas kemitraan; 
h. asas pemerataan; 
i. asas keadilan; 
j. asas transparansi; dan 
k. asas akuntabilitas. 



Pasal 8 
( 1 ) Pelatihan ten tang pengelolaan wilayah pesisir diberikan kepada. 

pemangku kepentingan pengelolaan pcsisir, tcrutama kelompok 
nelayan, kelompok pernburlidaya ikan, kelompok pelestari lingkungan 
pcsisir, kclompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) dan pelaku usaha 
yang rnengolah hasil-hasil perikanan dan kelautan. 

(2) Pelatihan tentang pcngclolaan wilayah pesisir ditujukan untuk 
meningkatkan keterampilan ~ pengenalan teknologi baru bagi 
pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kemampunn 
uaaha dan pengelolaan wilayah peaisir yang lebih baik, 

(3) Materi pelatihan antara lain maf.eri pcningkatan kcterarn.pilan usaha, 
keterampilan budidaya, pengenalan dan penggunaan telmologi tepat 
guna dan manajemen usaha dan peningkatan kewirausahaan. 

(4) Matcri untuk pelatihan disusun dalam bentuk modul pelatihan yang 
ringkas dan praktis sesuai dengan kebutuhan kclompok sasaran, ·"-"/ 

PaAAl 7 
(1) Pendidikan pengelolaan wilayah pesisir ditujukan kepada peserta didik 

sekolah dasar / sederajat untuk memberikan pengetahuan dan 
pem.ahaman tentang pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. 

(2) Materi tentang pengelolaan wilayah pesisir menjadi bagian dari mata 
pelajaran Kepedulian pada Dirt dan Lingkungan (K.PDL). 

(3) Materi pendidikan tentang pengelolaan wilayah pesisir dalarn KPLU 
disesualkan dengan kemampuan peserta didik. 

(4) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan di kelas m.aupun di 
luar kelas, melaui : kunjungan ke tambak, pembibitan ikan, tempat 
pelelangan dan pengolahan ikan , pelabuhan pertkanan, hutan 
bakau/rnangrove dan lain-lain. 

(S) Pela.ksana menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinaa Kolauian 
dan Perikanan untuk rencana kegiatan tindak lanjut, 

Pa&ql 6 
( 1) Dinas Kelau tan dan Perikanan (DKP) menyusun dan melal sanakan 

rencana kerja tahunan penyuluhan berdaaarkan rencana kerja Renja). 
(2) Rencana kerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang 

pengelolaan wilayah peaiair disebut Programa Penyuluhan Dinas. 

(3) DKP dalam penyelenggaraan pcudldlkan, pelatlhan dna penyulu'lran 
melaku kart koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
lainnya dan pihak ketiga dalam menyelenggarakan keglatan sesual 
dcngan Programa Penyuluhan Dinas. 

(4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan wilayah pesisir dapat 
dilaksanakan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Pcnyuluh 
Swadaya secara mandiri atau kemitraan. 

,. 

BAB IV 
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDlDIKAN, 

PELATIHAN DAN PENYULUHAN 
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Pasal 10 
( l) Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pcndidikan, 

pelatihan dan penyuluhan, antara lain: 

a. pertemuan kelompok, baik di dalam ruangan maupun luar ruang; 
b. kegiatan kunj ungan dan tatap muka dengan kclompok 

sasaran/binaan; 
c. sosialiaasi; 
d. sekolah Iaparig pcngclolaan wilayah pesisir: 
e. uji lapang paket teknologi; 
f. kajian bersama teknologi tepat guna yang baru; 
g. temu wicara kelompok; 
h. siaran radio; 
i. siaran televisi; 
j. demonstrasi (demplot, elem area, dem unit); 
k. temu usaha (temu bisnis); 
1. temu teknis antar wilayah binaan; 
m. saraschan; dan/atau 
n. studi wisata. 

(2) P~l~t.kt;imaan rnetodc-metode petnbelajaran scbagaimana clitP-rimmg 
dalam ayat (1) dalam prakteknya dapat dikombinasikan antara satu 
dengan yang lain . ...- ; 

BABY 

METODE, MEDIA DAN ALAT BANTU 

(4) Sebagai tindak lanjut kegiatan penyuluhan dapat dilanjutkan dengan 
menyu sun rencana kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. 

(5) Pelaksana kcgiatan penyuluhan menyusun dan rnenyampaikan laporan 
kcgiatan kcpada Dim10 Kelautan dan Perikanan untuk 1·c11ca11a tindH I,; 
lanjut. 

Pasal 9 

(1) Pcnyuluban tentang pcngelolaan wilayah pesieir diruju kun kepada 
pernangku kepentlngan agar memiliki pengetahuan, sikap, ketrampllan 
dan kcpedulian terhadap pengelolaan pesistr berkelanjutan. 

(?,) MA teri penyuluhan disusun secara ringkas dan praktis sesuai 
kebutuhan kelompok sasaran untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, 
kctrampilan dan kepedulian dalam pengelolaan wilayah pesiair sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 

(~l) Kegiatan penyuluhan dapat diluksunukan oleh Penvuluh PNS., 
Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya secara mandiri atau 
kernitraan. 

(5) Sebagai Rencana Kerja Tindak I..anjut (RKTL) hasil pelatihan dapat 
dilakukan fasilitasi dan pendampingan bagi kelompok sasaran dengan 
kegiatan latihan dan kunjungan (Laku] dari penyuluh kepada kelornpok 
saearan, agar penerapan hasil pelatihan bcrmanfaat dalam kegiatan 
usaha kelompok. 

(fi) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas 
Kelautan dan Perikanan sebagai bahan masukan untuk menyusun 
rencann tindak lanjut. 



Pasal 13 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

(l) Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dlperlukan sarana dun 
prasarana pendukung yang memadai agar periyelenggar'aan pendidikan, 
pelatihan dan penyuluhan dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

(2) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan, antara lain: 
a. tape recorder; 
h. ielevisi: 
c. laptop dan led; 
d. camera dan handycam: 
e. peta singkap; 
f. brosur, poster, leaflet, dattar isian; dan/atau 
_g, sarana transportasi. 

(3) Sarana dan prat-~rana. pendukung sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) 
dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) clan eumber dana lain 
yang ayah dan tidak mengikat. 

BAB VI 
SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 11 
(1) Media dan alat bantu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan antara lain dapat rnempergu nakan: 
a. media cetak, antara lain: 

1. modul pelatihan; 
2. komik; 
3. hnmur; · 

4. 1.,v":\ler; 
5. surat kabar: 
6. maja1ah; 
7. leaflet; dan/atau 
8. maialah dinding; 

h. media elektronik, antara lain: 
1. rekaman; 
2. radio; 
3. slide; 
4. televisi; 
5. video; dan /ntau 
6. film; 

c. teknologi inforrnasi (internet); dan/atau 
d. media lainnya. 

,u... 111 

(1) Untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan agar 
berdaya guna clan berhasil guna diperlukan pernbiyaaan yang memadai 
untuk penyelenggaraan kegiatan. 't-/ 
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SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ifJ 14 NOMOR i 2 

~ 
ADITRIHANANTO 

Diuridangkan di Semarang, _ _ .IJ 
pada tanggal l~ \) (l ~-f/\')") b t{ 7.{J \ · 1 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

¥-" 
H. HENDRAR PRIHADI 

,..,...,.. 

Ditetapkan di Semarang . 
pada tanggal 113 (Je,.~t,mb-et .2.o 11 

/'ALIKOTA S~MAAANG, 

Paaal 15 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal undangkan. 
Agar setiap orang megetnhuiny;i mcmcrintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatanya dalam Bcrita Dacrah Kota Semarang. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1-1 
( 1) Dinas Kelautan dan Perikanan rnclakukan pcmbinaan dan pengnw:rnan 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pcngelolaan 
wilayah pesisir, baik yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS, 
penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. 

(2) Dalam rangka pem binaan clan pcngawasan sebngn;n,onu dirnuksud pada 
ayat ( 1) maka penyelenggara kegiatan menyampaikan laporkan kegiatan 
kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. 

(3) Pada akhir tahun perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan 
menyusun Laporan Pelaksanaan Programa Penyuluhan dun 
melaporkanya kcpada Walikota, 

BAB VITT 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(2) S,Jm her pcrnbiayaan untuk perididikan, pclatihan dan penyuluhan 
disediakan mdalui Anggaran Pendnpnt.nn drm Belnnja Negara (APBN), 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber 
dana lain yang syah dan tidak mengikat. 


